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PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG

UNTUK KEGIATAN BERUSAHA
NOMOR : 17012310313372073

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia
menerbitkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha kepada:

1.Nama Pelaku Usaha
2.NPWP
3.Alamat Kantor

No. Telepon
Email
4.Status Penanaman Modal
5.Kode Klasifikasi Baku Lapangan
Usaha Indonesia (KBLI)
6.Judul KBLI
7.Skala Usaha
8.Lokasi Usaha
a. Alamat
b. Desa/Kelurahan
c. Kecamatan
d. Kabupaten/Kota
e. Provinsi
f. Koordinat Geografis yang
dimohon
9.Luas tanah yang dimohon

:BLU RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SURAKARTA

:00.004.181.4-526.000

: Jalan Prof. Dr. Soeharso Nomor 28, Desa/Kelurahan Jajar, Kec. Laweyan,
Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah

10271 7130 55__

: bbkpm_surakarta@yahoo.co.id

:PMDN

186101

: Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah
: Usaha Besar

: J1. Prof. Dr. Soeharso No. 28
: Jajar

:Laweyan

: Kota Surakarta

: Jawa Tengah

: Lihat lampiran

:19.894,10 M2

dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian dengan ketentuan :
1. Koordinat Geografis yang disetujui : Lihat lampiran

2. Luas tanah yang disetujui

3. Jenis Peruntukan Pemanfaatan
Ruang

4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan
Usaha Indonesia (KBLI)

5. Judul KBLI

6. Koefisien Dasar Bangunan
maksimum

7. Koefisien Lantai Bangunan
maksimum

8. Indikasi Program Pemanfaatan
Ruang

114323 M2
: Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial dan Taman Kota

186101

: Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah
160

: 1800

: Lokasi kegiatan usaha terletak di Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas
Sosial dalam Rencana Pola Ruang RTRW Kota Surakarta 2021-2041. Untuk
seluruh Kota Surakarta, Program Utama Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial
dengan peruntukan Kawasan Kesehatan adalah:

a. Penyusunan dan penetapan standart kualitas kawasan kesehatan;

b. Identifikasi pelayanan fasilitas kesehatan;

c. Peningkatan dan pembangunan RTH di kawasan kesehatan;

d. Pemantauan pembangunan kegiatan kesehatan dan fasilitas pendukungnya
sesuai dengan ketentuan teknis dalam rangka pemerataan pelayanan.

1. D ini dit sistem OSS data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung =

jawab Pelaku Usaha. /' Balai
2. Dalam hal terjadi iruan isi ini akan dil ] d Sertifikasi
3. D ini telah dit i secara i sertifikat ik yang dii oleh BSrE-BSSN. \ Elektronik
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses. -




Sedangkan Program Utama Kawasan Ruang Terbuka Hijau (Taman Kota)
adalah:

a. Penyusunan Masterplan RTH Kota menuju 30% dari luas Wilayah Kota;
b. Peningkatan RTH Privat;

c. Peningkatan RTH Publik;

* RTH Taman dan Rimba Kota

* RTH Jalur dan Pulau Jalan

* RTH Fungsi tertentu

d. Inovasi pengembangan RTH pada fasilitas milik Pemerintah (Kawasan
Perkantoran, Kawasan Pendidikan, Kawasan Kesehatan, Kawasan
Transportasi, Kawasan Peribadatan, kawasan lainnya

e. Inovasi pengembangan RTH pada fasilitas milik Privat yang memiliki
pelayanan publik (Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan Perkantoran,
Kawasan Pendidikan, Kawasan Kesehatan, Kawasan Peribadatan, kawasan

lainnya)
9. Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan : - Ketentuan umum zonasi kawasan
Pemanfaatan Ruang fasilitas umum dan fasilitas sosial

yang berkaitan dengan kegiatan
pemanfaatan ruang yang dimohonkan
yaitu kesehatan adalah:

- - diperbolehkan pengembangan RTH;

- - diperbolehkan pemanfaatan fasilitas
yang mendukung kegiatan pelayanan
kesehatan;

- - diperbolehkan bersyarat
pemanfaatan untuk kegiatan usaha;
dan

- - dilarang kegiatan yang dapat
mengganggu operasional kegiatan
fasilitas kesehatan.

- Terkait sebagian lahan yang masuk ke
peruntukan Taman Kota (Ruang
Terbuka Hijau), pemanfaatan
ruangnya hanya diperbolehkan
pemanfaatan untuk rekreasi dan
olahraga, diperbolehkan bersyarat
pemanfaatan untuk ruang evakuasi
bencana, diperbolehkan bersyarat dan
terbatas pemanfaatan untuk kegiatan
perayaan hari besar, pentas seni,
perdagangan kecil/mikro dan jasa,
serta jaringan prasarana kota, dan
dilarang merusak fasilitas dan
tanaman pada taman kota

10.Informasi tambahan (apabila
tersedia)
a.Garis Sempadan Bangunan -
minimum
b.Jarak Bebas Bangunan minimum : -
c.Koefisien Dasar Hijau minimum :20
d.Koefisien Tapak Basement -
minimum
e.Jaringan Utilitas Kota -
Dengan mempertimbangkan:

1. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
2. Pertimbangan Teknis Pertanahan Kota Surakarta Nomor 213/2022

1. Dokumen ini diterbit sistem OSS data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung

N

Jjawab Pelaku Usaha. /' \ Balai
2. Dalam hal terjadi iruan isi ini akan di i 7 i Sertifikasi
3. Dokumen ini telah dit i secara sertifikat ik yang diterbit oleh BSrE-BSSN. ‘ // Elektronik

4.  Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.




Ketentuan Lainnya:

1.

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diberikan dengan pertimbangan sebagaimana tercantum
dalam lampiran.

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini sebagai dokumen yang menyatakan kesesuaian antara
rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR, dan sebagai dasar pemrosesan Perizinan
Berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak
penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan
Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar untuk mengurus perizinan selanjutnya
pada instansi yang berwenang.

Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 17 Januari 2023

a.n. Wali Kota Surakarta
Kepala DPMPTSP
Kota Surakarta,
O]

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 17 Januari 2023

AwNh

Dok ini diterbi sistem OSS data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung

jawab Pelaku Usaha. ' Balai

Dalam hal terjadi iruan isi ini akan dil i i i Sertifikasi
Dokumen ini telah dit gani secara i sertifikat ik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN. \ Elektronik

Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.




LAMPIRAN

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
UNTUK KEGIATAN BERUSAHA
NOMOR : 17012310313372073

Tabel Koordinat yang dimohonkan

No. Lintang Bujur

1 -7.554570379112683 110.7886195590598

2 -7.555612314527032 110.7882726230587

3 -7.555466005632689 110.7879409531676

4 -7.555209570769035 110.7873608714785

5 -7.554987840747372 110.7868599151745

6 -7.554319736579555 110.7870658808264

7 -7.554135242971801 110.7871240649928

8 -7.554091653433655 110.7872114767205

9 -7.554133384993013 110.7873329170615

10 -7.554317085423365 110.7878743844146

11 -7.554570379112683 110.7886195590598
1. Dokumen ini dit sistem OSS data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung P .

jawab Pelaku Usaha. - - ‘ , , '> Balai

2. Dalam hal terjadi isi ini akan Sertifikasi
3. Dokumen ini telah dit i secara i sertifikat ik yang di oleh BSrE-BSSN. ‘d Elektronik

4. Data lengkap

dapat dif melalui sistem OSS menggunakan hak akses.




Peta Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

PKKPR dinyatakan disetujui sebagian (sesuai dengan pertimbangan teknis pertanahan) dengan pertimbangan:
1. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung
2. Menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta,
lokasi yang dimohonkan berada pada Kawasan Fasilitas Umum dan fasilitas Sosial dan Kawasan Ruang
Terbuka Hijau (Taman Kota)
3. Pertimbangan Teknis Pertanahan Kota Surakarta Nomor 213/S.Ket-33.72.NT.01.01/XII/2022 Tanggal 28

Desember 2022

= Keterangan Letak Peta
Keterangan
L7 7 7B Lokaw dmcthorkan
Aringan Jaan
Jalan Kolektor Sekunder
Jalan Lokal Sekunder
Jafan Lingkungan Sekuncer
Rencana Pola Ruang
B vavasan Pertartoran

B v Perdagangen dan Jma
P xavsaan Perumahan
I 7= oean Pasttan Urmm can Passtas Sous

B v om

[ mawmar Portanghsar Teraga L

Arahan Peraturan Zonasi/Ketentuan Umum Peraturan Zonasi (APZ/KUPZ)

Ketentuan umum zonasi kawasan perdagangan dan jasa yang berkaitan dengan kegiatan pemanfaatan ruang yang
dimohonkan:

- diperbolehkan pengembangan RTH;

- diperbolehkan pemanfaatan fasilitas yang mendukung kegiatan pelayanan kesehatan;

- diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk kegiatan usaha; dan

- dilarang kegiatan yang dapat mengganggu operasional kegiatan fasilitas kesehatan
Terkait sebagian lahan yang masuk ke peruntukan Taman Kota (Ruang Terbuka Hijau), pemanfaatan ruangnya
hanya diperbolehkan pemanfaatan untuk rekreasi dan olahraga, diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk ruang
evakuasi bencana, diperbolehkan bersyarat dan terbatas pemanfaatan untuk kegiatan perayaan hari besar, pentas
seni, perdagangan kecil/mikro dan jasa, serta jaringan prasarana kota, dan dilarang merusak fasilitas dan tanaman
pada taman kota

Koordinat batas bidang no X Y no X Y
rencana lokasi kegiatan 1 110,78818 -7,554428 15 110,78724 -7,555141
2 110,78863 -7,554566 16 110,78715 -7,555101
3 110,78848 -7,555021 17 110,78700 -7,555035
4 110,78829 -7,555621 18 110,78708 -7,555064
5 110,78820 -7,555579 19 110,78723 -7,554547
6 110,78810 -7,555537 20 110,78729 -7,554562
7 110,78801 -7,555493 21 110,78741 -7,554165
8 110,78791 -7,55545 22 110,78771 -7,554268
9 110,78781 -7,555404 23 110,78818 -7,554428
10 110,78772 -7,555361 24 110,78829 -7,55459
11 110,78762 -7,555317 25 110,78809 -7,555154
12 110,78752 -7,555272 26 110,78837 -7,555255
13 110,78742 -7,555227 27 110,78846 -7,555011
14 110,78733 -7,555184 28 110,78857 -7,554682
29 110,78829 -7,55459
Keterangan lain yang dianggap perlu KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
Persetujuan  pemanfaatan ruang | DAN PENATAAN RUANG KOTA SURAKARTA
hanya untuk luasan yang Selaku SEKRETARIS FPR

dimohonkan dan  menggunakan
bangunan yang sudah ada. Adapun
jika ada perubahan pemanfaatan
ruang dan/atau perubahan bangunan
maka pengajuan perizinan baru harus
dilakukan.

“‘NlP. 19600915 199803 1 007




PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG

UNTUK KEGIATAN BERUSAHA
NOMOR : 08022310313372003

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang kepada:

1.Nama Pelaku Usaha
2.NPWP
3.Alamat Kantor

No. Telepon
Email

4.Status Penanaman Modal
5.Kode Klasifikasi Baku Lapangan

6.Judul KBLI
7.Skala Usaha
8.Lokasi Usaha

a. Alamat
b. Desa/Kelurahan
c. Kecamatan
d. Kabupaten/Kota
e. Provinsi
f. Koordinat Geografis yang
dimohon

Usaha Indonesia (KBLI)

9.Luas tanah yang dimohon

:PT SOLO INDAH DINAMIKA
:02.104.585.1-541.000
: Jalan Malioboro Nomor 52-58 Lantai I, , Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta

:0274-551888

: 0ss.solid@gmail.com
: PMDN

168111

:Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa
: Usaha Besar

: Jalan Slamet Riyadi No. 451-455, RT 003 RW 010
: Pajang

:Laweyan

: Kota Surakarta

: Jawa Tengah

: Lihat lampiran

124.363,11 M2

dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian dengan ketentuan :

W N

A L

oo

Luas tanah yang disetujui

Ruang

Usaha Indonesia (KBLI)

. Judul KBLI
. Koefisien Dasar Bangunan

maksimum
maksimum

Ruang

. Koefisien Lantai Bangunan

. Jenis Peruntukan Pemanfaatan

. Kode Klasifikasi Baku Lapangan

. Indikasi Program Pemanfaatan

. Koordinat Geografis yang disetujui : Lihat lampiran

:122.520 M2
: Kawasan Perdagangan dan Jasa

168111

: Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa
160

: 1800

: Lokasi kegiatan usaha terletak di Kawasan Perdagangan dan Jasa dalam
Rencana Pola Ruang RTRW Kota Surakarta 2021-2041. Untuk seluruh Kota
Surakarta, Program Utama Kawasan Perdagangan dan Jasa adalah
a. Penyusunan standart kualitas kawasan perdagangan dan jasa;

b. Penataan kegiatan pusat perbelanjaan, toko modern, dan pasar rakyat;

c. Penyediaan fasilitas dan prasarana kawasan perdagangan dan jasa;

d. Peningkatan dan pembangunan RTH di kawasan perdagangan dan jasa;
e. Pemantauan pembangunan kegiatan perdagangan dan jasa sesuai dengan
ketentuan teknis dalam rangka mencegah kemacetan dan kesemerawutan

AW

Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung /'\

Jjawab Pelaku Usaha.
Dalam hal terjadi

Dokumen ini telah dit

isi
i secara

ini akan dil

Balai
; . ) Sertifikasi
sertifikat ik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN. \= Elektronik

Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.




Peta Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

PKKPR dinyatakan disetujui seluruhnya (sesuai dengan pertimbangan teknis pertanahan) dengan pertimbangan:

1. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung
2. Menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta,
lokasi yang dimohonkan berada pada Kawasan Perdagangan dan Jasa

3. Pertimbangan Teknis Pertanahan Kota Surakarta Nomor 16/PTP-33.72.NT.01.01/1/2023 Tanggal 26 Januari

2023

=

Eid

Keterangan

L~ 27N Lokasi aimohonkan

Jaringan Jatan
N Jalan Arter Primer

Jalan Lingeungan Sekunder

Pola Ruang
Kawasan Perdagangan dan Jasa
Kawasan Fasitas Umum dan Fasittas Sosial
Kawasan Perumahan
Kawasan Pertanioran
Taman Kota
B = o
- Kawasan Pertahanan dan Keamanan
Keterangan Letak Peta Arahan Peraturan Zonasi/Ketentuan Umum Peraturan
DIAGRAM LOKAS! Zonasi (APZ/KUPZ
AT L a-Tes -
Ketentuan umum zonasi kawasan perdagangan dan jasa
yang berkaitan dengan Kkegiatan pemanfaatan ruang
f yang dimohonkan:
° - Diperbolehkan bersyarat pemanfaatan kawasan
/ ruang pamer;
1 - Diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk
: kegiatan kantor dan jasa;
- Diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk
= s gudang
Letal Yang Jpetsans :
e Faarg
Koordinat batas bidang rencana lokasi kegiatan
titik X Y
1 110,78921182366600 | -7,56053579917236
2 110,78917976116600 | -7,56046327200571
3 110,78821243183300 | -7,56016052700572
6 110,78791877983300 | -7,56090874233900
7 110,78777514766900 | -7,56087634687418
10 110,78768056092200 | -7,56127708781965
11 110,78745837523600 | -7,56122892292271
17 110,78732227324300 | -7,56158580246777
19 110,78864708183300 | -7,56200992050564
23 110,78921182366600 | -7,56053579917236
26 110,78871908890800 | -7,56117081815216
32 110,78880816520800 | -7,56091457629972
34 110,78891305487000 | -7,56099896740085
50 110,78854000221900 | -7,56168295998590
55 110,78862045118700 | -7,56145244458095
56 110,78874049208500 | -7,56149426109955
61 110,78866015998200 | -7,56172482891712

Keterangan lain yang dianggap perlu

Persetujuan  pemanfaatan  ruang
hanya untuk luasan yang
dimohonkan dan  menggunakan

bangunan yang sudah ada. Adapun
jika ada perubahan pemanfaatan
ruang dan/atau perubahan bangunan
maka pengajuan perizinan baru harus
dilakukan.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM

DAN PENATAAN RUANG KOTA SURAKARTA

Selaku SEKRETARIS FPR

“.NIP. 19600915 199803 1 007







